
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5),

Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis

Dampak Lalu Lintas;

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA

NOMORPM 17 TAHUN2021

TENTANG

PENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALULINTAS

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

TENTANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGANMenetapkan

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 661 7);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Penyeleriggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6642);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan

Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1555);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan

kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan

pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang

hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil

analisis dampak lalu lintas.

2. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk

atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puneak,

yang dibangkitkan danl atau ditarik oleh adanya reneana

pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur.

3. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan

hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang

menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan

membangun atau mengembangkan pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur.

4. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta

mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

5. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas

mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan

hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh

Pengembang atau Pembangun.

6. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki

keahlian seeara profesional dan dapat memberikan saran

dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang

dimilikidalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.

7. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu

Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga

Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan,

pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang

penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan

kompetensi yang ditetapkan.

BABI

KETENTUANUMUM
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Pasal 2

(1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:

a. pusat kegiatan;

b. permukiman; dan

c. infrastruktur,

yang akan menimbulkan gangguan keaman an ,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

BAB II

ANALISISDAMPAKLALULINTAS

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan

Bekasi.
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Pengelola

8. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas

adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang

telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan

kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu

Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.

9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerin tahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

meriteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas

dan angkutan jalan.

12. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang

bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu

lintas dan angkutan jalan.

13. Kepala Badan adalah Kepala Badan



angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu

Lintas.

(2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman,

dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

(3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen

analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan

lingkungan hidup.

Pasal3

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1)huruf a berupa bangunan untuk:

a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;

b. kegiatan perkantoran;

c. kegiatan industri dan pergudangan;

d. kegiatan pariwisata;

e. fasilitas pendidikan;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. fasilitas pelayanan umum; darr/ atau

g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan

bangkitan dan Zatau tarikan lalu lintas.

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1)huruf b berupa:

a. perumahan dan permukiman;

b. rumah susun dan apartemen; dan Zatau

c. permukiman lain yang dapat menimbulkan

bangkitan dan Zatau tarikan lalu lintas.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1)huruf c berupa:

a. akses ke dan dari jalan tol;

b. pelabuhan;

c. bandar udara;

d. terminal;

e. stasiun kereta api;

f. tempat penyimpanan kendaraanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(poon;

g. fasilitas parkir untuk umum; dan.' atau
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Pasal5

(1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang

ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

perjalanan per jam;

b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang

merupakan kegiatan yang membangkitkan

perjalanan an tara 500 (lima ratus) sampai dengan

1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan

c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah

merupakan kegiatan yang membangkitkan

perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499

(empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan

per jam.

Pasal4

(1) Pusat kegiatan, perrrrukirnan, dan infrastruktur yang

wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan

dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu

Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:

a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;

b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan

c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.

(2) Kategori skala dampak 'Bangkitan Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria

sebagai berikut:

a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi

h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan

bangkitan darr/ atau tarikan lalu lintas.
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Pasal6

(1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang

ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a

dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung

berdasarkan jumlah unit.

(2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang

ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan

dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:

a. jumlah kamar; atau

b. luas lantai bangunan.

sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang

dihitung berdasarkan:

a. luas lantai bangunan; atau

b. luas lahan.

(2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang

ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e

dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan

jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan

waktu tertentu.

(3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang

ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f

dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:

a. jumlah tempat tidur; atau

b. luas lantai bangunan.

(4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang

ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g

dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:

a. jumlah dispenser;

b. jumlah kamar;

c. jumlah tempat duduk; atau

d. luas lantai bangunan.
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Pasal8

(1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan

permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30%

(tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan

Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal7

(1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang

ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a

sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang

dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:

a. hierarki;

b. tipe; atau

c. kelas.

(2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang

ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f

danzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhur'uf g" dilakukan dengan kriteria yang dihitung

berdasarkan kapasitas.

(3) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang

ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung

berdasarkan volume lalu lintas.

(4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dariy ke

jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu

Lintas.

(5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan

jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis

Dampak Lalu Lintas.
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Pasal 11

(1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan

Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala

dampak Bangkitan Lalu Lintas.

(2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi,

Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk

menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak

Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang

memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis

Dampak Lalu Lintas;

Pasal 10

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan

Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal9

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan

bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan

lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas

utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak

Lalu Lintas.

Bagian Ketiga

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas
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Pasal 12

(1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a

paling sedikit memuat:

a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu

Lintas;

b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat

ini (eksisting);

melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik.

(4) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)dapat diajukan Pengembang atau

Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi

Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Menteri, gubernur,

atau bupati Zwalikota sesuai dengan kewenangannya.

Lalu Lintas

dilaksanakan

Pengajuan hasil Analisis Dampak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(3)

b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas

sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan

untuk menyampaikan rekomendasi teknis

penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh

tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi

Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau

c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas

rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan

untuk:

1. memenuhi standar teknis penanganan dampak

lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri;

dan

2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan
,

rencana pembangunan atau pengembangan

yang akan dilaksanakan.
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c. analisis bangkitanjtarikan lalu lintas dan angkutan

jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah

teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip

rate yang ditetapkan secara nasional;

d. analisis distribusi perjalanan;

e. analisis pemilihan moda;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. analisis pembebanan perjalan an ;

g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap

Analisis Dampak Lalu Lintas;

h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak lalu lintas;

1. rincian tanggung jawab Pernerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah dan Pengembang atau

Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas

sebagaimana dimaksud dalam huruf h;

J. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan.

(2) Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. penjelasan rencana pembangunan baru atau

pengembangan;

b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana

pembangunan atau pengembangan;

c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan

eksisting maupun kondisi yang akan datang;

d. metode analisis bangkitanjtarikan perjalanan,

distribusi perjalanan, pemilihan moda dan

pembebanan jaringan;

e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;

f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar

analisis;

g. periode analisis paling sedikit 5 (lima)tahun; dan

h. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis

Dampak Lalu Lintas.
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(3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini

(eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat

geometrikjalan, perkerasan jalan, dimensi potongan

melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas

jalan dan perlengkapan jalan;

b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat

data historis volume lalu lintas, volume gerakan

membelok, tundaan membelok, panjang antrian,

kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan,

okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan

kaki, dan pesepeda; dan

c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat

jaringan trayek, 'faktor muat, jenis kendaraan dan

waktu tunggu.

(4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap

Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)huruf g meliputi:

a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;

b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;

c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional;

dan

d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu

paling sedikit 5 (lima)tahun setelah operasional.

(5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

meliputi:

a. peningkatan kapasitas ruas dan / atau persimpangan

jalan;

b. penyediaan angkutan umum;

c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;

d. manajemen kebutuhan lalu lintas;

e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir

dan / atau taman parkir;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk

orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
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g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;

h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;

1. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan

berkemampuan khusus;

J. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam

kawasan;

k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;

1. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan

menurunkan penumpang untuk angkutan umum di

dalam kawasan; darr/ atau .

m. penyediaan fasilitas penyeberangan.

(6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:

a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah, meliputi:

1. pemantauan terhadap implementasi dari

rekomendasi penanganan dampak; dan

2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di

sekitar wilayah pembangunan atau

pengembangan termasuk akses masuk dan

keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur;

b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun,

meliputi:

1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan

sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi

pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan

3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan

fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam

lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur.

(7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf k meliputi:

a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
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Pasal 13

(1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b

paling sedikit memuat:

a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat

ini (eksisting);

b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap

Analisis Dampak Lalu Lintas;

c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak Lalu Lintas;

d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah dan Pengembang atau

Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas

se bagaimana dimaksud dalam huruf c;

e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan.

(2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini

(eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat

geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan

melintang jalan, fungsi j alan , status jalan, kelas

jalan dan perlengkapan jalan;

b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan,

rencana pembangunan baru atau pengembangan;

c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan di sekitar lokasi rencana

pembangunan atau pengembangan;

d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana

pembangunan atau pengembangan; dan

e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan

yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan

baru atau pengernbangan.
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b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat

data historis volume lalu lintas, volume gerakan

membelok, tundaan membelok, panjang antrian,

kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan,

okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan

kaki, dan pesepeda; dan

c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat

jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan

waktu tunggu.

(3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap

Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;

b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;

c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional;

dan

d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu

paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.

(4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan

jalan;

b. penyediaan angkutan umum;

c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;

d. manajemen kebutuhan lalu lintas;

e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir

dan/ atau taman parkir;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk

orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;

g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;

h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;

1. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan

berkemampuan khusus;

j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam

kawasan;

k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
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pengembangan termasuk akses masuk dan

keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur;

b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun,

meliputi:

1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan

sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi

pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan

3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan

fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam

lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur.

(6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau

dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f meliputi:

a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan,

rencana pembangunan baru atau pengembangan;

c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan di sekitar lokasi rencana

pembangunan atau pengembangan;

d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana

pembangunan atau pengembangan; dan

ataupembangunanwilayahsekitar

menurunkan penumpang untuk angkutan umum di

dalam kawasan; danfatau

m. penyediaan fasilitas penyeberangan.

(5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)huruf e memuat:

a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah, meliputi:

1. pemantauan terhadap implementasi dari

rekomendasi penanganan dampak; dan

2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di

danmenaikanfasilitas tempatpenyediaan1.
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Pasal 14

(1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu

lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf c angka 1 paling sedikit memuat:

a. rekomendasi dan rencana irriplementasi penanganan

dampak lalu lintas;

b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah dan Pengembang atau

Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas

sebagaimaria dimaksud dalam huruf a; dan

c. rencana pemantauan dan evaluasi.

(2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area

pembangunan atau pengembangan;

b. mariajemen kebutuhan lalu lintas pada area

pembangunan atau pengembangan;

c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir

dan/ atau taman parkir;

d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk

orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;

e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan

pada area pembangunan atau pengembangan;

g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan

berkemampuan berkebutuhan khusus pada area

pembangunan atau pengembangan;

h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area

pembangunan atau pengembangan; dan Zatau

1. penyediaan fasilitas penyeberangan.

e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan

yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan

baru atau pengembangan.

-17-



Pasa115

(1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan

hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada:

a. Menteri, untuk jalan nasional;

b. gubernur, untuk jalan provinsi;

c. bupati, untuk jalan kabupaten dan Zatau jalan desa;

atau

d. wali kota, untuk jalan kota.

(2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seauai dengan

skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang

ditimbulkan.

(3) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan

perizinan berusaha lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

(3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau

pengembangan yang akan dilaksanakan se bagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2

meliputi:

a. kesesuaian dengan rencana tat a ruang wilayah;

b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (site

plan) dari / atau detail engineering design (DED)

bangunan;

c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;

d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau

pengembangan; dan

e. penjelasan rencana pembangunan baru atau

pengembangan.
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Pasal 17

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 merupakan salah satu persyaratan

Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan

berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan

persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal16

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua)

atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

diberikan oleh:

a. Menteri, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan,' atau

jalan provinsi, jalan kabupaten, darr/ atau jalan desa,

atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari

gubernur, atau bupati/wali kota; atau

b. gubernur, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan Zatau

jalan kabupaten, danl atau jalan desa atau jalan kota

setelah memperoleh pertimbangan dari bupatr/wali kota.

(4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan pada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan, dan lembaga pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang

koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu

satu pintu.

(5) Format surat permohonan persetujuan hasil Analisis

Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak

Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasa119

(1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim

Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang

dibentuk oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau

bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari un sur pembina saran a dan prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki

Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu

Lintas.

(4) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti pendidikan dan

pelatihan.

Pasal 18

(1) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja

setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi

persyaratan.

(2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri memberikan pendelegasian

kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak lalu

Lintas kepada:

a. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional; dan

b. Kepala Badan, untuk jalan nasional yang berada di

wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan

Bekasi.

(3) Pemberian persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya

sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk

pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
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atauPengembangdenganmelalui pembahasan

Pembangun.

Pasal21

(1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk

kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas

sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap

hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh dari Tim Evaluasi

Penilai.

(2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk

kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas

sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa

Pasal20

(1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Analisis

Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak

Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat

persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.

(2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)mempunyai tugas:

a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis

Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis

Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala

Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan

b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan

dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk

kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.

(3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan

dalam berita acara.

(5) Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan

oleh Direktur Jenderal.
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Pasal23

(1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Direktur

Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupatijwali kota

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai

danj atau belum memenuhi persyaratan, Direktur

Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupatijwali kota

sesuai dengan kewenangannya mengembalikan hasil

Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau

Pembangun untuk disempurnakan.

(3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi

persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur,

atau bupatijwali kota sesuai dengan kewenangannya

meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat

pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban

Analisis Dampak Lalu Lintas.

(4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab

perusahaan di atas materai.

Pasal22

(1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) dengan susunan keanggotaan terdiri

atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

(2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.

(3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan

Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan

belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja

daerah sesuai dengan kewenangannya.
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Pasal25

(1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2)huruf a dan huruf b terdiri atas:

a. tenaga ahli yang berasal dari dosen; dan

b. tenaga ahli yang berasal dari non dosen.

(2) Tenaga ahli yang berasal dari dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi

persyaratan:

a. pendidikan S-2 (Strata Dua) atau S-3 (Strata Tiga)di

bidang transportasijteknik sipiljplanologi;

b. memiliki pengalaman mengajar Analisis Dampak

Lalu Lintas paling lama 7 (tujuh) tahun;

c. memiliki nomor induk dosen nasional yang masih

aktif;

d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang

dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

BABzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII

KOMPETENSITENAGAAHLIPENYUSUN

Pasal24

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan

kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tercantum dalam

Lam piran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi

sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur dioperasikan.

(6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan

surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal,

Kepala Badan, gubernur, atau bupatijwali kota sesuai

dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan hasil

Analisis Dampak Lalu Lintas.
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Pasal26

(1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 wajib memiliki kompetensi penyusun Analisis

Dampak Lalu Lintas.

(2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

tingkat pratama; dan

b. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

tingkat utama.

(3) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mampu dan

memahami:

a. sikap dan perilaku sebagai tenaga ahli yang

profesional dengan dilandasi etika profesi dan

menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;

b. peraturan perundang-undangan dalam proses

kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas;

c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;

d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis

Dampak Lalu Lintas;

e. warga negara Indonesia; dan

f. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(3) Tenaga ahli yang berasal dari non dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi

persyaratan:

a. pendidikan D-III (DiplomaTiga) di bidang lalu lintas

dan angkutan jalanjteknik sipil, D-IV (Diploma

Empat) di bidang lalu lintas dan angkutan

jalanjtransportasi darat, atau S-1 (Strata Satu), S-2

(Strata Dua), dan S-3 (Strata Tiga) di bidang

transportasij teknik sipilj planologi;

b. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang

dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

c. warga negara Indonesia; dan

d. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
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Pasa128

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:

a. pendidikan dan pelatihan penyusun Analisis

Dampak Lalu Lintas; dan

b. pendidikan dan pelatihan penyegaran penyusun

Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasa127

(1) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)diberikan

setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kualifikasi

penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat diikuti oleh aparatur sipil negara.

(4) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dikecualikan untuk akademisi atau dosen yang

karena tugasnya sebagaimana fungsi tridharma

perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan,

serta pengabdian kepada masyarakat.

e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. perencanaan dan pemodelan transportasi;

g. tata cara pelaksanaan andalalin kawasan bangkitan,

tarikan dan pembangunan prasarana transportasi

baru;

h. penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;

1. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu

Lintas; dan

J. penyusunan usulan rekomendasi hasil Analisis

Dampak Lalu Lintas.
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Pasal 30

(1) Peserta yang telah lulus pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a

diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi oleh:

a. perseorangan;

b. badan usaha; atau

c. badan hukum yang menyelenggarakan penyediaan

jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Direktur Jenderal.

pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada penyelenggara pendidikan dan

Pengusulan

ditujukan

(2)

Pasal 29

(1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28, calon peserta diusulkan oleh:

a. perseorangan;

b. badan usaha; atau

c. badan hukum yang menyelenggarakan penyediaan

jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Pendidikan dan pelatihan penyusun Analisis Dampak

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi

Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

(3) Pendidikan dan pelatihan penyegaran penyusun Analisis

Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Tenaga Ahli

Penyusun yang memiliki kompetensi penyusun Analisis

Dampak Lalu Lintas dan telah melakukan penyusunan

Analisis Dampak Lalu Lintas paling lama 3 (tiga)tahun.
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Pasa131

(1) Dalam pelaksanaan UJI kompetensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30, Direktur Jenderal membentuk

tim penguji kompetensi Tenaga Ahli Penyusun.

(2) Tim penguji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. ketua;

b. wakil ketua; dan

c. anggota.

(3) Tim periguji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali pada periode berikutnya.

(3) Untuk mengikuti UJI kompetensi penyusun Analisis

Dampak Lalu Lintas harus memenuhi persyaratan

sebagai beriku t:

a. memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan

penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;

b. daftar riwayat hidup singkat tenaga ahli sebagai

calon peserta;

c. lulu san D-III (Diploma Tiga) wajib memiliki

pengalaman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

sebagai asisten tenaga ahli paling sedikit 3 (tiga)

tahun yang dibuktikan dengan fotokopi surat

perintah kerjaj surat keterangan pengalaman kerja

dari pemberi kerja;

d. fotokopi ijazah D-III (Diploma Tiga) di bidang lalu

lintas dan angkutan jalanjteknik sipil, D-IV

(Diploma Empat) di bidang lalu lintas dan angkutan

jalanjtransportasi darat, atau S-l (Strata Satu), S-2

(Strata Dual, dan S-3 (Strata Tiga) di bidang

transportasij teknik sipilj planologi; dan

e. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar

berpakaian kemeja dengan latar belakang warna

merah.
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Pasal32

(1) Penilaian uji kompetensi penyusun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

a. pemenuhan persyaratan administrasi;

b. perhitungan nilai angka keahlian, meliputi:

1. pengetahuan di bidang Analisis Dampak Lalu

Lintas, dengan bobot penilaian 60% (enam

puluh persen);

2. pengalaman di bidang Analisis Dampak Lalu

Lintas, dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh

persen); dan

3. pemahaman dan sikap perilaku dalam

pelaksanaan penyusunan Analisis Dampak Lalu

Lintas, dengan bobot penilaian 10% (tiga puluh

persen).

(2) Perhitungan nilai angka keahlian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan rata-rata sebagai

berikut:

a. nilai 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 90,9

(sembilan puluh koma sembilan), untuk penyusun

Analisis Dampak Lalu Lintas pratama; dan

b. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100

(seratus), untuk penyusun Analisis Dampak Lalu

Lintas utama.

(3) Basil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil uji

kompetensi.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memuat keterangan peserta uji dinyatakan lulus atau

tidak lulus.

(5) Bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Sertifikat

Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

(6) Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai

dasar untuk mendapatkan keputusan kompetensi

penyusun yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
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b. tempat tanggal lahir;

c. nomor induk kependudukan;

d. instansi;

e. nomor registrasi kompetensi penyusun Analisis

Dampak Lalu Lintas;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. tingkatan kompetensi penyusun Analisis Dampak

Lalu Lintas;

g. nomor Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis

Dampak Lalu Lintas;

h. nomor dan tanggal berita acara hasil uji kompetensi;

dan

1. tanda tangan penerbit sertifikat.

(2) Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat

diperpanjang melalui UJI kompetensi ulang yang

dilakukan oleh Direktur Jenderal.

a. nama;

Pasal34

(1) Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5)

paling sedikit memuat:

Pasal33

Bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan tidak lulus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) diberikan

kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode

berikutnya.

(7) Selain diberikan sertifikat lulus UJl kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyusun Analisis

Dampak Lalu Lintas diberikan tanda kualifikasi

kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
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Pasal37

(1) Tanda kualifikasi kompetensi penyusun Analisis Dampak

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib

dipasang atau dikenakan oleh Tenaga Ahli Penyusun

Analisis Dampak Lalu Lintas pada saat menjalankan

tugas.

(2) Tanda kualifikasi kompetensi penyusun Analisis Dampak

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipasang atau dikenakan di bagian kanan atas pakaian

pada waktu melaksanakan tugas.

Pasal36

Tanda kualifikasi kompetensi penyusun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) terbuat dari bahan

kuningan dengan ukuran panjang 40 (empat puluh)

milimeter, memiliki lebar 40 (empat puluh) milimeter, dan

memiliki ketebalan 2 (dua) milimeter.

a. nama;

b. tempat tanggallahir;

c. nomor induk kependudukan;

d. instansi;

e. nomor registrasi kompetensi penyusun Analisis Dampak

Lalu Lintas;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. tingkatkan kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu

Lintas; dan

g. nomor Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak

Lalu Lintas.

Pasal35

Keputusan kompetensi penyusun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (6)paling sedikit memuat:
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Pasal39

(1) Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memiliki

kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2) Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mampu dan

memahami:

a. sikap dan perilaku sebagai petugasJabdi negara

yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan

menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;

b. peraturan perundang-undangan dalam proses

kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas;

c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;

d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis

Dampak Lalu Lintas;

e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. perencanaan dan pemodelan transportasi;

g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan

prasarana transportasi baru;

h. penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;

1. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu

Lintas; dan

BABIV

KOMPETENSI PENILAIANALISISDAMPAKLALULINTAS

Pasa138

Format berita acara hasil uji kompetensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Sertifikat Kompetensi

Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (5), keputusan kompetensi Tenaga Ahli Penyusun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), dan bentuk

tanda kualifikasi kompetensi Tenaga Ahli Penyusun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal40

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (3) terdiri atas:

a. pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak

Lalu Lintas; dan

b. pendidikan dan pelatihan penyegaran penilai

Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2) Pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi

penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

J. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak

Lalu Lintas.

(3) Kompetensi penilai Analisis Darnpak . Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah

mengikuti pendidikan dan pelatihan penilai Analisis

Dampak Lalu Lintas.

(4) Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

surat tanda tam at pendidikan dan pelatihan.

(5) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3)harus memenuhi persyaratan:

a. pendidikan D-IV (Diploma Empat) atau S-l (Strata

Satu);

b. bertugas di bidang lalu lintas dan/ atau angkutan

jalan;

c. memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua)

tahun;

d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam

daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai

negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan

surat keterangan dokter; danzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
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Pasa142

(1) Peserta yang telah lulus pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a

diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi oleh Direktur

Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupatijwali kota

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(3) Untuk mengikuti uji kompetensi penilai Analisis Dampak

Lalu Lintas harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan

penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;

Pasa141

(1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40, peserta diusulkan oleh

Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau

bupatijwali kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan kepada penyelenggara pendidikan dan

pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan

tembusan Direktur Jenderal.

(3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilengkapi dengan:

a. ijazah pendidikan terakhir;

b. surat keputusan jabatan terakhir;

c. penilaian pre stasi kerja terakhir; dan

d. pas foto ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak

3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar

belakang warna merah.

(3) Pendidikan dan pelatihan penyegaran penilai Analisis

Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penilai Analisis

Dampak Lalu Lintas yang telah melaksanakan tugas

paling lama 3 (tiga) tahun.
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Pasal44

(1) Penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 meliputi:

a. pengetahuan di bidang Analisis Dampak Lalu Lintas;

b. pengalaman di bidang Analisis Dampak Lalu Lintas;

dan

c. pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik

pelaksanaan tugas dalam penilaian Analisis Dampak

Lalu Lintas.

(2) Hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil uji

kompetensi.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat keterangan peserta uji dinyatakan lulus atau

tidak lulus.

(4) Bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Sertifikat

Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal43

(1) Dalam pelaksanaan UJI kompetensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42, Direktur Jenderal membentuk

tim penguji kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu

Lintas.

(2) Tim penguji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. ketua;

b. wakil ketua; dan

c. anggota.

b. ijazah pendidikan terakhir;

c. surat keputusan jabatan terakhir; dan

d. pas foto ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak

3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar

belakang warna Merah.
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a. nama;

b. tempat tanggallahir;

c. nomor induk pegawai;

d. pendidikan;

e. pangkatj golongan;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. unit kerja; dan

Pasal47

Keputusan kompetensi penilai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (5)paling sedikit memuat:

a. nama;

b. tempat tanggallahir;

c. nomor induk pegawai;

d. instansi;

e. nomor registrasi kompetensi penilai Analisis Dampak

Lalu Lintas;

f. nomor dan tanggal berita acara hasil uji kompetensi; dan

g. tanda tangan penerbit sertifikat.

Pasal46

Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) paling sedikit

memuat:

Pasal45

Bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan tidak lulus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) diberikan

kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode

berikutnya.

(5) Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai

dasar untuk mendapatkan keputusan kompetensi penilai

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(6) Selain diberikan sertifikat lulus UJl kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penilai Analisis

Dampak Lalu Lintas diberikan tanda kualifikasi

kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
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Pasal50

Format berita acara hasil uji kompetensi penilai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), sertifikat kompetensi

penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4),

keputusan kompetensi penilai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (5), dan bentuk tanda kualifikasi kompetensi

penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6)

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal49

(1) Tanda kualifikasi kompetensi penilai Analisis Dampak

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib

dipasang atau dikenakan oleh penilai Analisis Dampak

Lalu Lintas pada saat menjalankan tugas.

(2) Tanda kualifikasi kompetensi penilai Analisis Dampak

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipasang atau dikenakan di bagian kanan atas pakaian

pada waktu melaksanakan tugas.

Pasal48

Tanda kualifikasi kompetensi penilai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (6) terbuat dari bahan kuningan dengan

ukuran panjang 40 (empat puluh) milimeter, memiliki lebar 40

(empat puluh) milimeter, dan memiliki ketebalan 2 (dua)

milimeter.

g. nomor registrasi kompetensi penilai Analisis Dampak

Lalu Lintas.
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Pasal52

(1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan

kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak

Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan

kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (3).

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan

kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring

dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk

oleh:

a. Menteri, untuk jalan nasional;

b. gubernur, untuk jalan provinsi;

c. bupati, untuk jalan kabupaten dan/ atau jalan desa;

atau

d. wali kota, untuk jalan kota.

(3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)terdiri atas unsur:

a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;

Pasal51

(1) Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas wajib

melaporkan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada

Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 1

(satu) tahun.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi sebagai

bahan untuk mengambil kebijakan.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BABV
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b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota;

dan

c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia,

sebagai anggota.

(4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara dan

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

memiliki sertifikat tim pengawas Analisis Dampak Lalu

Lintas.

(5) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), aparatur sipil negara dan anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengikuti

pendidikan dan pelatihan.

(6) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan:

a. untuk instansi pembina di bidang sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. pendidikan paling rendah D-IV(DiplomaEmpat)

atau S-l (Strata Satu);

2. jenjang pangkat dan golongan minimal IIIja

atau penata muda;

3. bertugas di bidang lalu lintas atau Analisis

Dampak Lalu Lintas;

4. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan

Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibuktikan

dengan surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan;

5. memiliki pengalaman kerja paling sedikit

2 (dua) tahun;

6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan

dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan

pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir;

7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan

dengan surat keterangan dokter; dan

8. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
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b. untuk instansi pembina di bidang instansi pembina

di bidang j alan:

1. pendidikan paling rendah D-IV (Diploma Empat)

atau S-l (Strata Satu);

2. jenjang pangkat dan golongan minimal Illja

atau penata muda;

3. bertugas di bidang lingkungan dan keselamatan

jalan;

4. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan

Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibuktikan

dengan surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan;

5. memiliki pengalaman kerja paling sedikit

2 (dua) tahun;

6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan

dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan

pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir;

7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan

dengan surat keterangan dokter; dan

8. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

c. untuk instansi Kepolisian Negara Republik

Indonesia:

1. jenjang pangkat perwira minimal Inspektur

Polisi Dua;

2. bertugas di bidang lalu lintas;

3. memiliki pengalaman kerja paling sedikit

1 (satu) tahun;

4. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan

Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibuktikan

dengan surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan;

5. memiliki penilaian pre stasi kinerja yang baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir;

6. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan

dengan surat keterangan dokter; dan

7. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
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Pasal 53

(1) Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

untuk:

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan

hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan

b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaaan

mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil

atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas

persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah

ditetapkan.

(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara

berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim

Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan

korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak

Lalu Lintas.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak

Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan

Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.

(4) Pelaksaaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3)dilakukan pada masa:

a. konstruksi; dan

b. operasional.

(7) Sertifikat tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh

Direktur Jenderal.

(8) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan

Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan

belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
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Pasal55

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (2)berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan/ pelayanan umum;

c. denda administratif; dan/ atau

d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu

lintas dan/ atau perizinan berusaha.

Pasal54

(1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis

Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau

bupatiy wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring

dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Pengembang atau

Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi

rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu

Lintas sebagaimana yang tertuang dalam surat

pernyataan kesanggupan, Menteri, gubernur, atau

bupati/wali kota sestiai dengan kewenangannya

memberikan sanksi administratif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI

SANKSIADMINISTRATIF

(5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4)dilakukan setelah menyampaikan

surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada

Pembangun atau Pengembang.

(6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim

Monitoring dan Evaluasi.
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Pasal 57zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) Tenaga Ahli Penyusun yang telah mengikuti pendidikan

dan pelatihan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,

BAB VII

KETENTUANPERALIHAN

Pasa156

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a

dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu

masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka

waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif

berupa penghentian sementara kegiatan dan/ atau

penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga

puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai

denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari

nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang

atau pembangun.

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal

pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan

puluh) hari kalender sejak pembayaran denda,

Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan

kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan

hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/ atau perizinan

berusaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui

sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/ atau

secara langsung oleh instansi terkait.
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Pasal60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal59

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75

Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu

Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

297), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal58

(1) Persetujuan hasil Analisis Dokumen Lalu Lintas yang

telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri

ini dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Permohonan persetujuan hasil Analisis Dokumen Lalu

Lintas yang masih dalam proses sebelum berlakunya

Peraturan Menteri ini, tetap diproses sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

dapat diajukan untuk mengikuti uji kompetensi sesirai

dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan

Menteri ini.

(2) Tanda kualifikasi yang telah ada sebelum berlakunya

Peraturan Menteri mi wajib menyesuaikan dengan

ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini.
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BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 528

WIDODO EKATJAHJANA

ttd

DIREKTURJENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2021

BUDI KARYASUMADI

ttd

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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No. Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
Katagori Bangki tan

Lalu LintaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Pusat Kegiatan

a. Kegiatan perdagangan Di atas 3000 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 luas Bangkitan Tinggi

dan perbelanjaan Iantai bartgunan (Dokumen Andalalin)

1001 m? s.d. 3000 m-' luas Bangkitan Sedang

Iantai bangunan (RekomendasiTeknis)

500 m? s.d. 1000 m? luas Bangkitan Rendah

Iantai bangunan (Standar Teknis)

b. Kegiatan perkantoran Di atas 10.000 m2 luas Bangkitan Tinggi

Iantai bangunan (Dokumen Andalalin)

4.001 m- s.d. 10.000 m2 Bangkitan Sedang

luaslantai bangunan (Rekomendasi Teknis)

1.000 m2 s.d. 4000 m2 Bangkitan Rendah

luas lantai bangunan (Standar Teknis)

c. Kegiatan Industri dan Pergudangan

1) Industri Di atas 10.000 m2 luas Bangkitan Tinggi

Iantai bangunan (Dokumen Andalalin)

5001 m2 s.d. 10.000 m2 Bangkitan Sedang

luas lantai bangunan (Rekomendasi Teknis)

2500 m2 s.d. 5000 m2 luas Bangkitan Rendah

Iantai bangunan (Standar Teknis)

2) Pergudangan Di atas 500.000 m2 Bangkitan Tinggi

luaslantai bangunan (Dokumen Andalalin)

170.001 m2 s.d. 500.000 Bangkitan Sedang

m2 luas lantai bangunan (Rekomendasi Teknis)_

40.000 m? s.d. 170.000 m? Bangkitan Rendah

luas Iantai bangunan (Standar Teknis)

d. Kegiatan Pariwisata

1) Kawasan Pariwisata Wajib Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)

2) Tempat Wisata Di atas 10,0 hektar luas Bangkitan Tinggi

lahan (Dokumen Andalalin)

5,0 s.d. 10,0 hektar luas Bangkitan Sedang

lahan (Rekomendasi Teknis)

1,0 s.d. 5,0 hektar luas Bangkitan Rendah

lahan (Standar Teknis)

e. Fasilitas Pendidikan

Sekolah / Universi tas Di atas 1500 siswa Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)

Kriteria Ukuran Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

LAMPIRANI

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK

LALU LINTAS
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No. Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
Katagori Bangkitan

Lalu Lintas

500 s.d. 1500 siswa Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. Fasilitas Pelayanan Umum

1) Rumah Sakit Di atas 700 tempat tidur Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)

201 s.d. 700 tempat tidur Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)

75 s.d. 200 tempat tidur Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)

2) Bank Di atas 3000 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 luas Bangkitan Tinggi

Iantai bangunan (Dokumen Andalalin)

1001 m? s.d. 3000 m-' luas Bangkitan Sedang

Iantai bangunan (RekomendasiTeknis)

500 m-' s.d. 1000 m-' luas Bangkitan Rendah

Iantai bangunan (Standar Teknis)

2. Perumahan dan Permukiman

a. Perumahan dan Pemukiman

1) Perumahan Di atas 1000 unit Bangkitan Tinggi

Sederhana (Dokumen Andalalin)

401 s.d. 1000 unit Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)

150 s.d. 400 unit Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)

2) Perumahan Di atas 500 unit Bangkitan Tinggi

menengah -atas / (Dokumen Andalalin)

Townhouse / Cluster 301 s.d. 500 unit Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)

100 s.d. 300 Unit Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)
--

b. Rumah Susun dan Apartemen

1) Rumah Susun Di atas 800 unit Bangkitan Sedang

Sederhana (Rekomendasi Teknis)

150 s.d. 800 unit Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)

2) Apartement Di atas 500 unit Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)

301 s.d. 500 Unit Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)

50 s.d. 300 Unit Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)

3. Infrastruktur

a. Akses ke dan dari jalan Wajib Bangkitan Tinggi

tol (Dokumen Andalalin)

b. Pelabuhan

1) Pelabuhan Utama Wajib (melayani kegiatan Bangkitan Tinggi

angkutan laut dalam (Dokumen Andalalin)

negeri dan internasional)

2) Pelabuhan Wajib (melayani kegiatan Bangkitan Tinggi

Pengumpul angkutan laut dalam (Dokumen Andalalin]

negen dengan jangkauan

pelayanan antarprovinsi)
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No. Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
Katagori Bangkitan

Lalu LintaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3) Pelabuhan Wajib (melayani kegiatan Bangkitan Sedang

Pengumpan Regional angkutan laut dalam (Rekomendasi Teknis)

negen dengan jangkauan

pelayanan dalam provinsi)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4) Pelabuhan Wajib (melayani kegiatan Bangkitan Sedang

Pengumpan Lokal angkutan laut dalam (Rekomendasi Teknis)

negen dengan jangkauan

pelayanan dalam

kabupaten/kota)

5) Pelabuhan Khusus Luas Lahan di atas Bangkitan Tinggi

100.000 m2 (Dokumen Andalalin)

Luas lahan 50.001 m? s.d. Bangkitan Sedang

100.000 m? (Rekomendasi Teknis)

Luas Lahan di bawah Bangkitan Rendah

50.000 m2 (Standar Teknis)

6) Pelabuhan Sungai, Penyeberangan Lintas Bangkitan Tinggi

Danau dan Propinsi dany atau (Dokumen Andalalin)

Penyeberangan antarnegara

Penyeberangan Lintas Bangkitan Sedang

Kabupaten ZKota (Rekomendasi Teknis)

Penyeberangan Lintas Bangkitan Rendah

dalam Kabupatcrr/Kota (Standar Teknis)

c. Bandar Udara

1) Bandar Udara Wajib ~ 5 juta orang Bangkitan Tinggi

Pengumpul Skala pertahun (Dokumen Andalalin)

Pelayanan Primer

2) Bandar Udara Wajib ~ 1 juta orang s.d. Bangkitan Tinggi

Pengumpul Skala s 5 juta orang pertahun (Dokumen Andalalin)

Pelayanan Sekunder

3) Bandar Udara V-lajib ~ 500 ribu orang Bangkitan Sedang

Pengumpul Skala s.d. ~ 1 juta orang (Rekomendasi Teknis)

Pelayanan Tersier pertahun

4) Bandar Udara Wajib Bangkitan Rendah

Pengumpan (Spoke) (Standar)

d. Terminal

1) Terminal Penumpang Wajib ((melayani hingga Bangkitan Tinggi

Tipe A kendaraan penumpang (Dokumen Andalalin)

umum untuk angkutan

antar kota antar propinsi

(AKAP), dan angkutan

lintas batas antar negara))

2) Terminal Penumpang Wajib (melayani hingga Bangkitan Sedang

Tipe B kendaraan penumpang (Rekomendasi Teknis)

umum untuk angkutan

antar kota dalam

propinasi (AKDP) dan

angkutan kota (AK))

3) Terminal Penumpang Wajib (melayani Bangkitan Rendah

Tipe C kendaraan penumpang (Standar)

umum untuk angkutan

pedesaan (ADES))
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No. Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
Katagori Bangkitan

Lalu LintaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4) Terminal Angkutan Wajib Bangkitan Tinggi
Barang (Dokumen Andalalin)

5) Terminal Peti Kemas Wajib Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)

e. Stasiun Kereta

1) Stasiun Kereta Api Wajib Bangkitan Tinggi

Kelas Besar (Dokumen Andalalin)

2) Stasiun Kereta Api Wajib Bangkitan Sedang
Kelas Sedang (Rekomendasi Teknis)

3) Stasiun Kereta Api Wajib Bangkitan Rendah

Kelas Kecil (Standar)

f. PoolKendaraan Wajib Bangkitan Sedang

(RekomendasiTeknis)

g. Fasilitas Parkir untuk Di atas 300 SRP Bangkitan Tinggi

Umum (Dokumen Andalalin)

100 s.d. 300 SRP Bangkitan Sedang

(RekomendasiTeknisl

4. Pusat Kegiatan/ Pemukiman / Infrastruktur lainnya:

a. Stasiun Pengisian Bahan Di atas 6 dispenser Bangkitan Tinggi

Bakar (Dokumen Andalalin)

3 s.d. 6 dispenser Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis).

1 s.d. 2 dispenser Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)

b. Hotel Di atas 300 kamar Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)

121 s.d. 300 kamar Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)

75 s.d. 120 kamar Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)

c. Gedung Pertemuan Di atas 3.000 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 luas Bangkitan Tinggi

Iantai bangunan (Dokumen Andalalin)

1.000 m2 s.d. 3.000 m2 Bangkitan Sedang

luaslantai bangunan (Rekomendasi Teknis)

d. Restaurant Diatas 300 tempat duduk Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)

100 s.d. 300 tempat Bangkitan Rendah

duduk (Standar Teknis)

e. Fasilitas Olahraga (indoor Diatas 20.000 m2 luas Bangkitan Tinggi

atauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoutdoon Iantai bangunan (Dokumen Andalalin)

5.001 m-' s.d. 20.000 m2 Bangkitan Sedang

luas lantai bangunan (Rekomendasi Teknis)

1.000 m2 s.d. 5.000 m2 Bangkitan Rendah

luas lantai bangunan (Standar Teknis)

f. Kawasan TOD (Transit Wajib Bangkitan Tinggi

Oriented Development) (Dokumen Andalalin)

g. Asrama Di atas 700 kamar Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)

150 s.d. 700 kamar Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)
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No. J enis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
Katagori Bangkitan

Lalu Lintas

h. Ruko Di atas 5.000 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 luas Bangkitan Sedang

Iantai bangunan (Rekomendasi Teknis)

2.000 m2 s.d. 5.000 m2 Bangkitan Rendah

luas Iantai bangunan (Standar Teknis)

1. Jalan Layang (flyover) Wajib Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)

j. Lintas Bawah Wajib Bangkitan Tinggi

(underpass) (Dokumen Andalalin)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k. Terowongan (tunnel) Wajib Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)

1. Jembatan Wajib Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)

m.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARest Area
1) Rest AreaTipe A Wajib Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)

2) Rest AreaTipe B Wajib Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)

3) Rest AreaTipe C Wajib Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)

n. Kegiatan yang apabila Wajib Bangkitan Tinggi

ternyata diperhitungkan (Dokumen Andalalin)

telah menimbulkan 1500

perjalanan (kendaraan)

baru padajam padat

dan/ atau menimbulkan

rata-rata diatas 10000

perjalanan (kendaraan)

baru setiap harinya pada

jalan yang dipengaruhi

oleh adanya bangunan

atau permukiman atau

infrastruktur yang

dibangun atau

dikembangkan.

o. Kegiatan yang apabila Wajib Bangkitan Sedang

ternyata diperhitungkan (Rekomendasi Teknis)

telah menimbulkan 500

perjalanan (kendaraan)

baru padajam padat

dan/ atau menimbulkan

rata-rata 3000 - 4000

perjalanan (kendaraan)

baru setiap harinya pada

jalan yang dipengaruhi

oleh adanya bangunan

atau permukiman atau

infrastruktur yang

dibangun atau

dikembangkan.
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BUDI KARYASUMADI

ttd

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIKINDONESIA

No. Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
Katagori Bangkitan

Lalu Lintas

1. Kegiatan yang apabila Wajib Bangkitan Rendah

ternyata diperhitungkan (Standar Teknis)

telah menimbulkan 100

perjalanan (kendaraan)

baru pad a Jam padat

dan z atau menimbulkan

rata-rata 700 perjalanan

(kendaraan) baru setiap

harinya pada jalan yang

dipengaruhi oleh adanya

bangunail atau

permukiman atau

infrastruktur yang

dibangun atau

dikembangkan.
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4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan

sebagai beriku t :

a. Permohonan Persetujuan Andalalin;

b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;

c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan Iatau Izin Pemanfaatan Ruang;

d. Gambar Tata Letak BangunanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Site Plan)dan DED Bangunan yang Diusulkan;

e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dual di atas dan untuk kelancaran investasi,

bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALINpengembangan I
pembangunan ...... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku

pengembangj'pembangun yaitu PT.... (diisi namaperusahaanpengembang/pembangun)

berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan

dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama

jalan/ RTRW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota)yang merupakan jalan

nasional IprovinsiIkabu paten Ikota.

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis

dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil

analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana

dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai

dengan kewenangannya.

Kepada

Yth. MENTERIPERHUBUNGAN

Cq. Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Kementerian Perhubungan

GUBERNURI BUPATII WALIKOTA

di -

Permohonan Persetujuan

ANDALALIN

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

........... , 20...Nomor

Klasifikasi

Lampiran

Perihal

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

un tuk Bangkitan Tinggi

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK

LALU LINTAS
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Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (diisinama provinsi lokasi pembangunan);

3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaterr/Kota (diisi nama kaby kota lokasi

pembangunan) .

Nama Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Pemohon

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami

ucapkan terima kasih.

f. Dokumen Hasil ANDALALlNpengembangan / pembangunan ... yang dikerjakan oleh

Konsultan PT./CV (diisi namaperusahaan konsultan ANDALALIN).
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4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan

sebagai beriku t :

a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;

b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;

c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang darr/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;

d. Gambar Tata Letak BangunanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Site Plan)dan DED Bangunan yang Diusulkan;

e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;

f. Dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pengembangarr/ pembangunan

... yang dikerjakan oleh Konsultan PT.ICV (diisi nama perusahaan konsultari

ANDALALIN).

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi,

bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak

Lalu Lintas pengembangan I pembangunan (diisi nama objek: yang akari

dikembanqkan/ dibangun)

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku

pengembangy pembangun yaitu PT.... (diisi namaperusahaanpengembang/pembangun)

berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek: yang akari

dikembanqkan/ dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama

jalan/ RTRW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan

nasional/provinsi/kabupaten/kota.

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis

dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil

analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana

dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai

dengan kewenangannya.

.........................

Kepada

Yth. MENTERIPERHUBUNGAN

Cq. Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Kementerian Perhubungan

GUBERNURI BUPATII WALIKOTA

di -

Permohonan Rekomendasi

Teknis Penanganan

Dampak Lalu Lintas

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

........... , 20 .Nomor

Klasifikasi

Lampiran

Perihal

B. Format Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu

Lintas untuk Bangkitan Sedang
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Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (diisi nama provinsi lokasi pembangunan);

3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaterr/Kota (diisi nama kabj kota lokasi

pembangunan) .

Nama Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Pemohon

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami

ucapkan terima kasih.
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4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan

sebagai beriku t :

a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;

b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;

c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;

d. Gambar Tata Letak BangunanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Site Plan)dan DED Bangunan yang Diusulkan;

e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi,

bersama ini kami mengajukan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu

Lintas pengembangan / pembangunan idiisi nama objek yang akan

dikembangkan/ dibangun)

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku

pengembang/ pembangun yaitu PT.... (diisi nama perusahaari pengembang/ pembangun)

berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akari

dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama

jalan/ RTRW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan

nasional/provinsi/kabupaten/kota.

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis

dampak lalu Iintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil

analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana

dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai

dengan kewenangannya.

Kepada

Yth. MENTERIPERHUBUNGAN

Cq. Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Kementerian Perhubungan

GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

di -

Permohonan Standar

Teknis Penanganan

Dampak Lalu Lintas

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

........... , 20 .NomorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Klasifikasi

Lampiran

Perihal

C. Format Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu

Lintas untuk Bangkitan Rendah
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Salinan sesuai dengan aslinya

E

BUDI KARYA SUMADI

ttd

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (diisinama provinsi lokasi pembangunan);

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaterr/Kota (diisi nama kabj kota lokasi

pembangunan) .

Nama Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Pemohon

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami

ucapkan terima kasih.
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Tanda tangan dan stempel

perusahaanjinstansizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Materai RP. 10.000

........ , tanggal 20 ..

Pengembang / Pembangun

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan

dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi

ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku .

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau

pembangun: Pemerintah/BUMN/LembagajSwastajPerorangan) ...., bahwa

berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

(ANDALALIN),Nomor : tanggal .. bulan tahun 20 ... tentang Kegiatan ... , dengan ini

menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.

2.

3. dst

(nama lengkap)

(KOPSURATPERUSAHAANj INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama

Jabatan

Alamat

A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak

Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

LAM PIRAN III

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK

LALU LINTAS
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(nama lengkap)

Tanda tangan dan stempel

perusahaan / instansi

Materai RP. 10.000

......... .., tanggal 20..

Pengembang I Pembangun

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan

dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi

ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku .

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau

pembangun: Pemerintah/BUMNjLembaga/SwastajPeroranganj ...., bahwa

berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu

Lintas Nomor : .... tanggal .. bulan tahun 20... tentang Kegiatan... dan Dokumen

Rekomendasi Teknis Kegiatan .... , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk

melaksanakan semua kewajiban, yaitu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l.

2.

3.

4. dst

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama

Jab atan

Alamat

(KOPSURATPERUSAHAAN/ INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

B. Format Surat Pemyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan

Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang
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BUDI KARYASUMADI

ttd

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

(nama lengkap)

Tanda tangan dan stempel

perusahaan / instansi

Materai RP. 10.000

... .., tanggal 20..

Pengembang / Pembangun

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan

dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi

ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku .

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Nama Pengembang atau

pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/SwastajPerorangan) .... , bahwa

berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas

Nomor : .... tanggal.. bulan tahun 20... tentang Kegiatan... , dengan ini menyatakan

kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.

2.

3.

4. dst

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama

Jabatan

Alamat

(KOPSURATPERUSAHAAN/ INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

c. Format Surat Pemyataan Kesanggupan Standar Teknis Penanganan

Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah
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NO. NAMA TANDATANGAN

1. 1. ............

2. 2 . ...............

3. 3. ............

TIM UJI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk proses lebih lanjut.

Adapun hasil Uji Kompetesi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang mengikuti Uji kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu

Lintas Ditjen Perhubungan Darat sesuai dengan Daftar Hadir adalah sebanyak .....

orang.

2. Hasil pelaksanaan uji kompetensi adalah sebagaimana terlampir.

3. Terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Tim menyampaikan catatan sebagai

berikut: (bila ada).

4. Selanjutnya terhadap peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi, Tim Uji

Kompetensi merekomendasikan untuk diterbitkan Penetapan Kompetensi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Dihadiri oleh

Penguji dipimpin oleh: .........

(Ketua Tim Uji Kompetesi Penyusun Analisis Dampak Lalu

Lintas Ditjen Perhubungan Darat)

: 1. (Wakil Ketua Tim)

2. .. (Anggota Tim)

3. Peserta Uji Kompetensi

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu , dengan

mengambil temp at di Ruang , , telah diadakan Uji Kompetensi

Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

(KERTAS KOP)

BERITA ACARA
UJI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NOMOR:

A. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK

LALU LINTAS
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Petunjuk Pengisian Formulir Penilaian Uji Kompetensi

1. Kolom 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= berisi nomor urut peserta uji

2. Kolom 2 = berisi nama lengkap peserta uji

3. Kolom 3 = berisi Jenjang Pendidikan peserta uji (D.III/D.IV/SI/S2 dan S3)

4. Kolom 4 = berisi nilai evaluasi (NE)pengetahuan dalam bidang Penyusun Analisis

Dampak Lalu Lintas, range nilai 0-100

5. Kolom 5 = berisi nilai akhir (NA)Kolom 4*60%

6. Kolom 6 berisi penilaian atas pengalaman dalam bidang lalu lintas dan angkutan

jalan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

a. lebih atau sama dengan 10 (sepuluh) paket pekerjaan sebagai tenaga ahli

nilai 100;

b. 7-9 paket pekerjaan sebagai tenaga ahli nilai 80;

c. 3-6 paket pekerjaan sebagai tenaga ahli nilai 70; dan

d. 0-2 paket pekerjaan sebagai tenaga ahli nilai 60.

7. Kolom 7 = Kolom 6*30%

8. Kolom 8 berisi penilaian atas Pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik

pelaksanaan tugas dalam Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas, range nilai 0-

100

9. Kolom 9 = Kolom 8*10%

10. Kolom 10 = Penjumlahan kolom 5+7+9+11

11. Kolom 11 berisi kesimpulan atas nilai akhir dengan ketentuan :

a. Lebih Besar atau sama dengan 65,00 = Lulus

b. Lebih Kecil dari Nilai 65,00 = Tidak Lulus

NO. NAMA TANDATANGAN

1. 1. ...............

2. 2. . ..............

3. 3. . ..............

TIM UJI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No Nama JP Unsur Kompetensi

Pengetahuan Pengalaman Sikap Nilai
(Bobot 60%) (Bobot 30%) Perilaku Akhir

Kesimpulan

(Bobot

10%)

NE NA NE NA NE NA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada Hari .... tanggal .... , Tim Uji

Kompetensi memutuskan hasil uji kompetensi sebagai berikut :

LAMPIRAN BERITA ACARA BASIL UJI KOMPETENSI
PENYUSUN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

-61-



o....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
x:
o,

I

C\I
1.0

I



Yang tersebut dibawah ini :

1. Nama

2. TempatjTanggal Lahir

3. NIK

4. Instansi

5. Nomor Registrasi Kompetensi

Penyusun Analisis Dampak

Lalu Lintas

6. Tingkat Kompetensi Penyusun :

KESATU

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TENTANG KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS DAMPAK LALU

LINTAS.

Menetapkan

1. Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Penyusun AnalisiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dampak Lalu Lintas Nomor. tanggal ;

2. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor: Tanggal ... ; dan

3. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Nomor: ... Tanggal ...

Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4655);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian

Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 75);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang

Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 294);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Mengingat

bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat

dan dipandang cakap untuk ditetapkan kompetensinya dalam

Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;

Menimbang

DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANDARAT,

KEPUTUSANDIREKTURJENDERALPERHUBUNGANDARAT

NOMOR:

TENTANG

KOMPETENSIPENYUSUNANALISISDAMPAKLALULINTAS

c. Keputusan Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan di Jakarta;

2. Pimpinan Unit Kerja terkait;

3. Yang bersangku tan.

NAMA

Pangkatj Golongan

NIP.

ttd

DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANDARAT

ASLI Keputusan in i diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan

dipergunakan kembali sebagaimana mestinya.

JAKARTADitetapkan

Tanggal

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

Terhitung setelah selesai dan lulus Uji Kompetensi, dinyatakan

memiliki kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
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BUDI KARYASUMADI

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

(NamaLengkap)

Pangkatf GolzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NIP

ttd.

DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANDARAT

1. Perisai bermakna penjagaan terhadap gangguan keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan ke1ancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah

perkotaan.

2. Roda Gigi dengan 9 (sembilan) gerigi dengan lambang perhubungan di

tengahnya bermakna bahwa transportasi sebagai penggerak roda ekonomi dan

kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yaitu

nawa cita (Sembilan cita-cita].

3. Gedung Bertingkat bermakna bahwa tujuan dari transportasi perkotaan

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Pita Warna Merah bertuliskan "Transportasi Perkotaan" bermakna semangat

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang transportasi perkotaan.

5. Tulisan "Penyusun Andalalin" bermakna tugas dan tanggung jawab sebagai
Penyusun sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

6. Nomor yang berada pada bagian belakang berarti nomor registrasi sesuai

dengan nomor sertifikat yang didapatkan setelah lulus dalam uji kompetensi
Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

7. Warna Kuning Emas mempunyai makna keagungan dan keluhuran cita-cita.

8. Warna Hitam mempunyai makna kesederhanaan, ketabahan dan ketegasan.

PENJELASAN

tentang
TANDAKUALIFlKASIPENYUSUNANALISISDAMPAKLALULINTAS

Tampak D epan Tampak Belakang

D. Tanda Kualifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas
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NO. NAMA TANDATANGAN

1. 1. ...............zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. 2 . ...............

3. 3. ...............

TIM UJI KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk proses lebih lanjut.

Adapun hasil Uji Kompetesi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang mengikuti Uji kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu

Lintas Ditjen Perhubungan Darat sesuai dengan Daftar Hadir adalah sebanyak .....

orang.

2. Hasil pelaksanaan uji kompetensi adalah sebagaimana terlampir.

3. Terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Tim menyampaikan catatan sebagai

berikut: (bila ada).

4. Selanjutnya terhadap peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi, Tim Uji

Kompetensi merekomendasikan untuk diterbitkan Penetapan Kompetensi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Penguji dipimpin oleh: .

(Ketua Tim Uji Kompetesi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas

Ditjen Perhubungan Darat)

Dihadiri oleh 1 (WakilKetua Tim)

2 (AnggotaTim)

3. Peserta Uji Kompetensi

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu , dengan

mengambil temp at di Ruang , , telah diadakan Uji Kompetensi

Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

(KERTAS KOP)
BERITA ACARA

UJI KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NOMOR:

A. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas

LAMPIRANV

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK

LALU LINTAS
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Petunjuk Pengisian Formulir Penilaian Uji Kompetensi

1. Kolom 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= berisi nomor urut peserta uji

2. Kolom2 = berisi nama lengkap peserta uji

3. Kolom3 = berisi nip peserta uji

4. Kolom4 = berisi nilai evaluasi dengan ketentuan

a. Persyaratan lengkap nilai 100

b. Persyaratan tidak lengkap nilai 0

5. Kolom 5 = Kolom 4*40%

6. Kolom 6 berisi penilaian pegetahuan dalam bidang Penilai Analisis Dampak Lalu

Lintas, range nilai 0-100.

7. Kolom7 = Kolom 6*30%

8. Kolom 8 berisi penilaian atas pengalaman dalam bidang lalu lintas dan angkutan

jalan, range nilai 0-100.

9. Kolom 9 = Kolom 8*20%

10. Kolom 10 berisi penilaian atas Pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik

pelaksanaan tugas dalam Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas, range nilai 0-100.
11. Kolom 11 = Kolom 10*10%

12. Kolom 12 = Penjumlahan kolom 5+7+9+11

13. Kolom 13 berisi kesimpulan atas nilai akhir dengan ketentuan :

a. Lebih Besar atau sama dengan 65,00 = Lulus

b. Lebih Keeil dari Nilai 65,00 = Tidak Lulus

NO. NA M A TANDATANGAN

1. 1. ...............

2. 2. ...............

3. 3. ...............

TIM UJI KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No Nama Nip Persyaratan Unsur Kompetensi

Administrasi Pengetahuan Pengalaman Sikap
Nilai Kesim

(Bobot 40%) (Bobot 30%) (Bobot 20%) Perilaku
Akhir pulan

(Bobot

10%)

NE NA NE NA NE NA NE NA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada Hari .... tanggal ...., Tim Uji

Kompetensi memutuskan hasil uji kompetensi sebagai berikut :

LAMPI RAN BERITA ACARA HASIL UJI KOMPETENSI
PENILAI ANAL ISIS DAMPAK LALU LINTAS
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1. Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Penilai Analisis

Dampak Lalu Lintas Nomor: tanggal ;

2. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor: ....Tanggal ; dan

3. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Nomor: ... Tanggal ...;

Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 ten tang Kendaraan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5468);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian

Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 75);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2014

tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Mengingat

bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam

Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk

ditetapkan kompetensinya dalam Penilai Analisis Dampak Lalu

Lintas;

Menimbang

DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANDARAT,

TENTANG

KOMPETENSIPENILAIANALISISDAMPAKLALULINTAS

KEPUTUSANDIREKTURJENDERALPERHUBUNGANDARAT

NOMOR:

c. Keputusan Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan R.I;

2. Kepala Badan Kepegawaian u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

3. Pimpinan Unit Kerja terkait;

4. Yang bersangkutan.

NAMA

Pangkatj Golongan

NIP.

DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANDARAT

JAKARTADitetapkan

Tanggal

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan

dipergunakan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama

2. TempatjTanggal Lahir

3. NIP

4. Pendidikan

5. PangkatjGolongan

6. Unit Kerja

7. Nomor Registrasi Kompetensi

Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas :

Terhitung setelah selesai dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi,

memiliki kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas pada Unit

Kerja yang bersangkutan.

KESATU

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TENTANGKOMPETENSIPENILAIANALISISDAMPAKLALULINTAS.
Menetapkan
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BUDI KARYASUMADI

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

(Nama Lengkap)

Pangkat/ Gol

NIP

ttd.

DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANDARAT

1. Perisai bermakna penjagaan terhadap gangguan keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan ke1ancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Roda Gigi dengan lambang perhubungan di tengahnya bermakna bahwa
transportasi sebagai penggerak roda ekonomi dan kehidupan bangsa dan

negara sesuai dengan visi dan misi pemerintahan.

3. Gedung Bertingkat bermakna bahwa tujuan dari transportasi untuk
mendukung pembangunan nasional.

4. Pita Warna Merah bertuliskan "Transportasi Berkelanjutan" bermakna

seman gat dalam menjalankan tugas agar kegiatan transportasi dilakukan
secara efisien, efektif sebagai keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial serta

ramah lingkungan.

5. Tulisan "Penilai Andalalin" bermakna tugas dan tanggung jawab sebagai

Penilai sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

6. Nomor yang berada pada bagian belakang berarti nomor registrasi sesuai

dengan nomor sertifikat yang didapatkan setelah lulus dalam uji kompetensi
Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

7. Warna dasar kuning emas mempunyai arti keagungan dan keluhuran cita­

cita.

PENJELASAN

tentang

TANDAKUALIFIKASIPENILAIANALISISDAMPAKLALULINTAS

Tampak BelakaagTampak Depan

D. Tanda Kualifikasi Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas
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